
PRESIDEN
REPUEILIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2OL4

TENTANG

PENDIRIAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA'

Menimbang : a. bahwa datam rangka peningkatan dan pengembangan

sr-rmber daya manr:sia serta pernerataan dan peningkatan

mlrtrr pendidikan tinggr di Provinsi Jawa Tengah, perlu

mendirikan perguruan tinggi negeri di Provinsi Jawa

Tengah;

b. bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar telah

rnengalihkan pengelolaan dan aset Universitas Tidar

kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan

ketentrran peratrrran penrndang-undangan;

c. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud

pada hunrf a dan hurLf b, perlu menetapkan Peratrrran

Presiden tentang Pendirian Universitas Tidar;

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistern

Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2OOg Nornor 78, Tarnbahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a3Ol);
r'l i' i 3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2Ol2 tentang

Pendid.ikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL2 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2o1O tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidika+ (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tatrun 2010 Nornor 23,

Tambatran Lernbaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peme-

rintah Nomor 66 Tahun 2o1O (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2o1o Nomor ]-L2, Tarnbahan Lernbaran

Negara Reptrblik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OL4 tentang

Penyelenggaraa.n Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Pergunran Tinsgl (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2Ot4 Nomor 16, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 55OO);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS
' TIDAR.

Pasal 1

Dengan Peratrrran Presiden ini
sebagai pergrrruan tinggr negeri

Pendidikan dan Kebudayaan.

didirikan Universitas Tidar

di lingkungan Kementerian

Pasa.l 2 ...
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Pasal 2

universitas Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat

menyelenggarakanpendidikanvokasidalamberbagai
rumpun ilmrr pengetahuan dan/atau teknologi' dan jika

membnuhi syarat dapat menyelenggarakan . pendidikan

profesi. ,

Pasal 3

(1) Segata. pembiayaan yang diperlukan bagr

penyelenggaraan Universitas Tidar dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara'

(2, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)sesrraidengan
ketentrran perattrran perundang-t-ndangan'

Pasal 4

Pada saat Peratrrran Presiden ini mulai berlaku:

a. semua kekayaan, hak, dan kewajiban dari Yayasan

Perguruan Tinggr Borobtrdrrr Tidar dialihkan menjadi

kekayaan, hak, dan kewajiban Universitas Tidar;

. 
b. semrra mahasiswa yang semrrla tercatat sebagai

rnaha.siswa universitas Tidar yang diselenggarakan oleh

Yayasan Pergunran Tinggi Borobudr-r.r Tidar dialihkan

' menjadi mahasiswa Universitas Tidar'

Pasal 5 ...
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Pasal 5

Pa.da saat Peratlrran Presiden ini mulai berlaku:

a. semtla pegawai Yayasan Pergrrrrran Tinggr Borobudur Tidar

yang bekerja pada Universitas Tidar tetap rnenjalankan

trrgasnya sampai dengan ditetapkannya status

kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangan; t

b. pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja

pada Universitas Tidar dapat diangkat menjadi Calon

Pegawai Negeri Sipil h'rsat sepanjang memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentrran peraturan

perundang-undangan dan ditrrgaskan pada Universitas

Tidar.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

Peratrrran Fresiden ini diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan Llrusalr. pemerintahan di bidang

pendidikan, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintatran di bidang aparatrrr negara, rnenteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan, dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara baik

Secara bersama-Salna mauPLln sendiri-sendiri sesgai dengan

bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentrran

peratrrran perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku

diundangkan.

pada tanggal

Agar ...
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Agar setiap orang mengetatruinya, rnernerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalasr Lembaran Negara Republik Indonesia'

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 APril 2AL4'

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 APril 2OL4

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL4 NOMOR 63

Sa.linan sesrrai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

"#fl'tfl l{ 
r(e sej ah teraan Ralsrat'


